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'WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
. TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Walikota Singkawang tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional

- pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016;

bahwa berdasarkan pertimbangan sébagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2016;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
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dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Repubhk Indones1a Tahun 1994
62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569),

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dan K

Kolusi dan Nepotlsme (Lembaran Negara Republik Indones1a Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Len
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Re
Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Ind
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ‘

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Re
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Ténggunawab Keu

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran |
Republik Indonesia Nomor 4400); '

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasiohal {(Len

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Ind
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemeriritah Pus:

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Len
Negara Repubhk Indonesia Nomor 4438); :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pa_]ak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor £
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Len

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Ind
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaiman:
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedu
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Ind
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan

Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran !
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2001 'tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut berda
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik In¢
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 5179);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpin:
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Non
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Per
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahw
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat )

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Rc
Indonesia Nomor 4540); :

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

(Lembaran Negara Republik Indonesm ‘Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Re
Indonesia Nomor 4502); ‘

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Peinérintahan(Letnbaran
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4!
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20.

21.
22.

23.

24.

25.

Peraturan Pemermtah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Re
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan- Lembaran N egara Repubhk Indonesia Nomor 4575), "

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informa81 Keuangan Daerah (Lembaran I

Republik- Indones1a Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonema Nomor ¢

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hlbah Kepada Daerah (Lembaran Negara Re
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran I
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ¢

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan $

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Len
Negara Republik Indonesia 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penga
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomu
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebags
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Per:
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran |
Republik Iridonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Peme

(Lernbaran Negara Republik Indones1a Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Re
Indonesia 46 14);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan Urusan Pemerintahan Antara Peme
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Re
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo_r_ 47 37);
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27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 1
Repubhk Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47

Peraturan Pemerlntah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan I
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesm Tahun 2010
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

~ Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Re

Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Pératuran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan D
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 t

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pe
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, /dan Penyebar
Peraturan Perundang-Undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keu
Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pin
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta tatacara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan
Operaional;

Peraturan Ménteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan An
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan "Pimpinz

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang
2007 Nomor 2);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Ler.
Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomos
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Menetapkan

35. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 No
Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);

36. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tenténg Pembentukan Badan Penanggulangan Bencané

- Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Kota Singkawang Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA D

TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :
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N Pasal 3

' Lampiran sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakah b_élgian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
v . | Pasal4 v‘ |

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempat
dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 30 Desember 2015

| WALIKOTA SINGKAWANG
~ ‘ o ttd
| AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
- pada tanggal - 30 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SINGKAWANG
‘ Cottd
SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2015 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKU DAN PERUNDANG-UNDANGAN

YASMALIZAR, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19681016 199803 1 004
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